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RanperdaDitund{
Rapat Pansus II hanya
Dihadiri Empat sampai
Enam Anggota Dewan

SINGARAIA - Meski mendapar
mandat dari rakyat. Ternyata, te_
lakuan wakil rakyat di Bumi panji
Sakti, Buleleng, tak patut ditiru.
Apa sebab? Banyak anggota dewan
yang malas untuk hadir dalam rapat
pembahasan rancangan peratrriun
daerah (Ranperda). padahal, ini ber_
urusan dengan rakyat banyak yang
memberikan kepercayaan kepadi
mereka.
Alhasil, Ketua Dewan DpRD Bule_

Ieng Gede Supriatna pun harus
memanggil pimpinan fraksi soal
masalah krusial ini. Jelas dia, se_
jumlah anggota DPRD Bulelengyang
tergabung dalam pansus tt OpnO
Buleleng, rupanya malas menghad-
iri rapat internal pansus. Akibatnya
pembahasan sejumlah Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda), ter_
paksa ditunda. padahal, ranperda itu
sudah bisa dituntaskan pada masa
rtd"* O""ama yang berakhir pada

I9{Y,+Nll!L.rouvu ketua fraksi bisa mensinsatkan anssotanyayang matas rapat internal.

KHUSUSNYA, tergabung datam pansus il DPRD Buteteno.

GRlFlSr ct. DEV'AilTAR! RADAR BI{AU

Iuni lalu.
Pansus II DPRD Buleleng yang dip_

impin H. Mulyadi putra, dikeiahui
membahas dua ranperda. Keduanya
adalah ranperda tentang perubahin
perda Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) sektor pedesaan dan perko_
taan, serta ranperda tentang peru_
bahan perda sampah. ,,Laporan dari
ketua pansus dan anggota pansus,
hanya ada empat sampai enam orang

yang hadir dalam rapat internal, dari
total 2l orang anggota. Kalau begitu
terus-terusan, pembahasan untuk
mencapai titik temu permasalahan,
tidak akan selesai," papar Supriatna
kepada pimpinan fraksi kemarin
(3/7).
Dari enam fraksi di DPRD Buleleng,

hanya tiga fraksi saja yang hadii.
Mereka adalah Ketua Fraksi pDI
Perjuangan Ni Kadek Turkini, Ketua

Fraksi Demokrat Luh Putu Hesti
Ranita Sari, serta Sekretaris Fraksi
Nasional Demokrat Made Sudiarta.
Sedangkan tiga fraksi lainnya, yakni
Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, dan
Fraksi Golkar tidak hadir. l3qkan
hanya masalah kehadiran di raPat
internal pansus saja. tapi juga ke-
giatan dan rapat-rapat lainnya yang :
memang harus dihadiri oleh anggo-
tai' ingat dia.

I eoisi ; $Udor Fabu, ut Dunr6
Hal. :

, Menurutnya, gara-gara tingkat ke_
hadiran yang rendah, pemblhasan
dua ranperda yang masuk pada masa
sidang pertama hingga kini belum
bisa disahkan. Padahal kini sudah
masuk dalam masa sidang kedua. Ia
khawatir bila masalah itu dibiarkan
berlarut-larut, justru menunda pem_
bahasan ranperda lain.

_ 
Sementara itu para pimpinan fraksimengaku akan mendor;"g k;i;;:

I1l p"ru anggora. Terreb;h fr;ksisudah memiliki aturan internalyang mengatur masalah kehadiran
fnS.Sgta. Apabila aturan internal takberjalan, fraksi mend"r"rt ;;;;;Kehormatan DpRD n"f"f"""g bir;turun tangan untuk melakuturip"__
binaan. (eps/gup)

{

" AKIBAT maras rapat internar,
P€nsus ll belum menyelesaikan
Ranperda PBB sekt6r pedesaan dan
perkotaan dan ranperda tentang
perubahan perda sampah.

DEUIAN MALAS DI PA]ISUS II DPRD
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PenutUpan B11dara, pariwisata Mulai Kena lmbas

Koordinator Tgrminal ram amar purusan hakim, terdakwa
Dituntut 1,5 rahun l5::fJtr:l"iT:ilT:n#;JIIT:
DEN'A'AR - Man ta n Kep ar a Di n a. 3#: Ii ?-.t'$il?flffi# :"il*irffi iKomunikasiKabupatenJembran4Gusti 

ket
Ngurah nusu' p"',iu Riyadi dan roor- ;TtJffi3fli1t"X':.:i.1'ff:1:l?dinator Terminal Manuver G'ima- aiaampingi p";;r;h;;ukumnya Inuk Nengah Darna, vang.seberumnva cusu rrrutiar;;;kk;;;;takan me-didudukkan sebagai t-erdakrva korufsi 

"".i_u, sedangkan pii,ul lpu *".,_retribusi di Terminal y.u"yugl Citi_u_ yatakan pirur_p?ti.. 
.

nu\ Rabu (4/7) menjar.ani sidang pu- ' seperti dikeiahui, hingga kasus ini
ir."lgjPengadilanTipikoroenpisar. bergurir berawal dari terdakwa IGN
^ 

Majelis Hakim yang diketuai Nitnlua" Bagus putra selaku kadis KominfiSukereni, mengganjar kedua terdakwa lenlbrana aitunjut Uujuli l"_U.u.rudengan hukuman berbeda. ;lngelola rAD (i,;;J;:;;; Asli Daer_Sesuai amar putusan, terdakwa Gusti ah), yakni berupa retribusi l.erminalRiyadi divonis dengan pidana penjara Murr.ru", Gilimanuk. Selanjutnya, atasselama I tahun atau rebih.i"g*-6t d* p""."irt"" til^"?ffi;ilugu, l,rt udari hmtutan trio Iaksa penrg u3* iuyadi meminta terdakraraGngah Dar-(IPU) dari rejari Jembran4 Made pasek nauntukmembantunyamengkoordinir
Budiawan, Mearthi dan L'ik yang se- di rerminal Manuver Gilimanuk.belumnya menuntut terdakwa nilyadi singkatcerrta,r"a"tJ-"-uuarper.rng-
dengan tuntutan hukuman serama l kat, Jehinterdaksao*rruai*rr;rrtor*,
tahun dan 6 bulan (1,5 Tahun), dikurangr t"raumu c.,J*ddt ;il; koordina_sepem*mya serama terdara,va menjarani tol iajugadihmj*;"g*nisrlpembantu
masa penahanan, denda Rp s0 juta sub- bendaharape""riir".niuuliditerminal
sider I bulanpenjara. SedangkanNengah manuvercirimarrukmenggurraLankarcis.
Dama diganjar I tahun dan 6 bulan aiau Selanjunrya d".rgu'aiU"rikl;;;"; .
setengah tahun lebih ringan dari tuntutan ah oletr terdal(r^/a dusti eut a niyuai suutIPUyangsebelumnyamenunutterdakr^ra pengarahan, kemudian terdalcr,va Darna
9:"g pidana penjara selama 2 tahun -"ribu.ut iniri""r-"-ri""gpendapa-
dikuxangi sepenuhnya selama terdakva tan retribusi itu r"l"*. np i6"ribu untukmenjalanipenahanan. setiap petugas jaga yang jumlahnya II
. 
ilukuman beda bagi keduanya, karena orangsetiap shir. F"-uu"gi* juga diteri-Hakim menilai, kedua terdakwa ter- .'u Jt"hou.r,ur""J;i p;;rr'yu, r"r"tutbukti bersalah sebagaim-ana. ketentuap, uang retribusi terkumpul, dipotong

jajam Pasal 3 undang-undang No.3l terlelih dahulu oreh oarna kemudian
Tahun 1999 tentangTipikorsebagaima- dibagi. sisa pendapatan itu diserahkan
na dakwaan subsider jaksa. ke Uide S"s naniyang k"_raiu" ait-

Sedangkan soal uang pengganti, da_ ransferkerekeningkas?aerah.
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Perbekel Berkasrts,
Amprah Dana Desa Terharnbat
SEMARAPURA- Akibat.per-

bekel Desa Satra, Kecamaran
Klungkung, Ni Made Ratnadi
terseret kasus dugaan penyele-
wengan pengelolaan ApBDes
Satra Tahun 2015, amprah
(dari kata Bel dnda' aanuraag',
permintaan) Dana Desa (DD)
untuk Desa Satra terhambat.
Pasalnya, Desa Satra baru
mendapat rekomendasi un-
tuk mengamprah DD-nya
pada tanggal 25 luni 2018
lalu, setelah Sekretaris De-

DD tahap pertama sebesar Rp
136.479.200 dan tahap kedua
sebesar Rp 272.958.400 su-
dah diamprah. Meski DD itu
baru diamprah, pihaknya op-
timistis kegiatan- kegiatan yang
sudah direncanakan pihak
Desa Satra menggunakan DD
dapat terealisasi sesuai tar-
get. "Sebelum itu, kami juga
sudahlmendampingi desa
agar sdgera mempersiapkan
semua terkait dengan kegia-
tan, sehingga setelah uang

sanya ditetapkan sebagai
Pelaksana Tugas (plt).

Kepala Dinas pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, pen-
gendalian Penduduk dan Kel-
uarga Berencana Klungkung,
I Wayan Suteja, Selasa (3/7)
mengungkapkan, setelah
Ratnadi ditetapkan sebagai
tersangka, DD desa tersebut
yang besarannya mencapai
Rp 682.396.000 tidak bisa di-
amprah. Apalagr pada saat itu,
Sekretaris Desa Satra statusnva

keluar kegiatan sudah dapat
dilaksanakan dengan segeraJ
Kalau desa lain, untuk DD
tahap pertama sudah diam-
prah sejak lanuari," katanya.
Lebih lanjut diungkapkan-

nya, DD yang dianggarkan
untuk desa-desa di Kabupat-
en Klungkung di tahun 2018,
total jumlahuya mencapai
Rp 43.27 6.499.000. Sebagian
besar DD ini dipergunakan
untuk kegiatan fisik berkai-
tan imbauan pemerintah

hanya sebagai Pelaksana Hari-
an (Plh) lantaran persetujuan
dari Kementerian Dalam
Negeri untuk penetapan Sek-
retaris Desa Satra sebagai
Pelaksana Tugas belum kel-
uar. "Baru bulan Mei lalu
Sekdesnya ditetapkan sebagai
Pelaksana Tugas," ungkapnya.

Dengan turunnya persetu-
juan itu, diungkapkannla re.
komendasi untuk pengam-
prahan DD Satra keluar pada
tanggal 25 Juni 2018lalu. Dan

pusat untuk menggelar padat
karya. "Untuk penggunaan
Dana Desa di Bidang Pem-
bangunan Des4sebesar 84,86
persen. Jadi karni yang mem-
pelopori kegiatan padat karya
ini," ujar Suteja.
Untuk saat ini DD yang su-

dah diamprah mencdpai 60
persen, terdiri dari DD tahap
pertama sebesar 20 persen
atau sebesar Rp 8.655.299.800
dan DD tahap kedua sebesar
40 persen atau sebesar Rp

17.3 I 0.599.600. Adapun hing-
ga saat serapannya mmcapai
50,09 persen. "Sebenarnya
serapannva di lapangan su-
dah lebih besar dari itu. Kami
hitung serapan dana dari
Aplikasi Siskeudes, sehingga
desa yang sudah mengerja-
kan tapi belum membuat atau
melengkapi SPI nya belum
masukke serapan tersebut. Wa-
laupun libur panjang kegiatan
tetap berjalan sesuai rencanai'
tandasnya. (ayu/yor)

Edisi t f<dlt,,,V iltil rt4(B
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DESAKREIOKASi RPH
PanliAno

Jorok dan
Menebar Bau
Tak Sedap

PANII ANOM -Fasilitas Ru-

mah Potong Hewan (RPH)
di Banjar Dinas BatuPulu,
Desa Panji Anom, Kecamatan
Sukasada, menuai Protes
dari warga setempat. Warga
mendesak pemerintah segera

merelokasi fasilitas tersebut'
Itu karena dianggaP kurang
bersih alias jorok. Warga juga

merasa tak nYaman karena
dampak yang dihasilkan.
Warga menYebut tiaP hari

selalu timbul bau tidak
sedap dari arah rumah Po-
tong hewan. Bukan hanYa
bau, limbah beruPa sisa-sisa
sapi yang dijagal, tak ditan-
gani dengan baik. SedikitnYa
ada 25 kepala keluarga Yang
terdampak faslitas RPH itu.

RPH diketahui beroPerasi
sejak pukul01.00 dini hari. Bi-
asanya pada Pagi hari, bau bu-

suk mulai menyebar ke rumah
warga. Bau itu akan bertahan
hingga sore hari. Diduga bau
muncul karena fasilitas sePfic

tank tak berfungsi.
Selain itu, anjing liar sering

masukke dalam RPH dan me-
mangsa limbah jagal hewan.
Baik itu berupa tanduk, tulang,
ekor, bahkan terkadang janin
sapi. Anjing juga sering mem-
bawa sisa-sisa tubuh hewan, ke

halaman rumah warga. "Kami

sudah lama jadi korban RPH

ini. Anjing liar itu sering keluar
masuk bawa limbah saPi, en-
tah itu tulangnya, tanduknYa,
ekornya. Sampai Pernah ada
janin sapi yang dibawa ke-
mana-mana oleh anjing liar.
Ini artinya kan Pengelolaan
lingkungan di dalam RPH itu
sudah nggat beresi' ujar Putu
Mara, salah seorang tokoh
masyarakat setemPat.

Putu Mara yang juga anggo-

ta Badan PermusYawaratan
Desa (BPD) Panji Anom itu
mengaku sudah melaPor ke

kantor desa. selain itu Pihak
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BAU TAK SEDAP: Rumah Potong rlewqn (nfp di^Desa Panii Anom

ffi; ;d;"i;"-*"is"Gnt"oi-me-neuar bau dan menssanssu kenva-

manan warga'

perbekel juga telah melapor- dipindahkan dan menolakke-

kannva pada instans' t"tiait' beradaan RPH ini"' tegas Mara'

iilff;;, r,i"gs" ti"i t"t -seln:ntala 
itu Perbekel

kunjung ada tindak lanjut ter- Panii Anom' -Made 
Gina tak

r.^ii trur","rt"but' "Bagaimana- menampik keluhan warganya'

;;;;il;.limbahituharus Gina mengaku pencemaran

tertangani. Persoatannya ka- limb:l YIL 
di Baniar Di-

mi-kami yang tinggat paling 11s flt.uPulu 
sudah sering

dekat dengan RPH i"iyut'! dikeluhkan warga dan-telah

;;li;;;;?;pat. setain itul diprotes sejak lama' Keluhan

kesapakatan lingkungan dis- itu luga pernah ia sampaikan

i"i-il"*"tto., igu' Rptt itti ke Dinas Pertanian Buleleng'

Bukan hanYa ke dinas, ia juga

mengadukan masalah itu Pada

DPRD Buleleng hingga aParat

kepolisian. Sebab ia khawatir

masalah keberadaan RPH

akan memicu emosi warga'

Tertebih cukuP lama Pengad-
uan yang.ia samPaikan tidak

mendaPat resPons'
"sudatr teUih tiga bulan kami

samPaikan di dinas' Kami su-

dah minta ke Dinas Pertaman

biar ada dudukbersama men-

cari ialan keluar. TaPi sekarang

tidai ada resPonsi'ujar Gina'

IdealnYa, kata Gina' lim-
bah di irPH ditetola den-

ean baik sehingga damPak

iung -utt.ul bisa ditekan
remutsimal mungkin' Ia Pun
sependaPat bita RPH diPindah

ke lokasi lain Yang jauh dengan

pemukiman warga' "Menurut
pandangan kami' memang

iebih baik diPindahkan saja

RPH-nYa. Biar tidak menjadi

masalah Yang berulang terus

menerus' Karena Yang diru-
gikan juga warga kami sendiri"'

tukasnYa, (ePs/rid)
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RPH Temesi Seg eraDihibahkarV
Dewan Kritik Buruknya Perencanaan

RUMAH Potong Hewan
(RP[f) Temesi (Pf Mergantaka
Mandala) segera dihibahkan
oleh Pemprov Bali ke Pemk'
ab Gianyar. PasalnYa, RPH
Temesi sudah la ma tidak bercP-
erasi dan berkali-kali men-
jadi temuan BPK-RI. P.emkab
Gianyar menyatakan srap me'
nerima. asalkan sudah tidak
ada persoalan lagi terkait badan
hukum,yang kini Perseroan
Terbatas (PT).

"Pada prinsiPnYa temuan-
temuan BPK apapun itu wajib
hukumnva bagi kita diekseku-
tif dan leeislatif untuk menin'
daklanjuti sesuai dengan NSPK
(Norma, Standar, Prosedur,
i<riteria;," ujar Wakil Ketua
DPRD Bali I NYoman Sugawa
I(ory trsai mengikuti hm'ing
terkiit temuan kePemilikan
saham Pempmv Bali Pada Pl
Mersantala Mandala, di Den-
pa.i, S"ttitt (27) kemarin.

Menurut Suga.wa KorrY.

temuan BPK terutama me-
nvangkut status kePemilikan
dan badan hukum dari RPH
Temesi. Termasuk mengenai
kelaniutan dari RPH itu send-
iri. aiatafr akan difungsikan
kembali atau tidak. MisalnYa
dengan dipailitkan atau di-
hibahkan.

Pimpinan raPat heating I
Gede Kusuma Putra sePakat
untuk segera menYelesaikan
persoatan-nPH Temesi. Setelah
ilikaii. RPH Temesi akan di-
hibahkan kepada Pemkab
Gianyar. Namun, PihaknYa
juga tidak ingin Proses Peng-
hibahan ini nantinYa hanYa
memindahkan masalah dari
satu titik ke titik lain.

Sekrctaris Ifumisi n DPRD
Bali ini mengkritik Perenca-
naan awal RPH Temesi Yang
tlinilai tidak beres, mengingat
nilai investasi PemProv Bali ter'
bilang cukup besar Yakni ham'
pir Rp S miliar di tahun 2003'

Kendati demikian, PihaknYa
tidak mau menyalahkan Pem-
prov, serta pemerintah Pusat
vane dulu menawarkan ide.- 

'{,ogikanya, duit ada, la-
han ada, apalagl Yang terli-
bat pemerint\h kabuPaten'
provinsi, pusat\Ini kan tidak
main-main, ko[ samPai ng-
sak jalan. Sedangkan Yang
Inveitasi tamat SMP, SMA,
kadang-kadang modal cekak
bisa ialan. Ini satubukti Peren'
.an"an tidak beres. SaYa tidak
mau hal semacam ini terjadi ke
depan," tegas politisiPDl'P ini.

Karo Perekonomian dan
Pembangunan Setda Provinsi
Bali I Nengah Laba men'
gatakan, RPH Temesi telah
heniadi temuan BPK di tahun
2006. 2009, serta tahun ini
atas laporan buku tahun 2017.
Pihakriva mengakui bila Per-
encanaan dilakukan dengan
tergesa-gesa tanPa ada kajian
mendalam. "Ivlanajemen sudah

tidak ialan, sudah bubar dia.
Sekarang tinggal formalitas
saia. Menurut UU No. 40 Ta-
hun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, pembubaran sebuah
PT harus dilakukan melalui
pensadilarl" imbuhnYa.- 

Seletrm ke Pengadilaru ha'
rus ada persetujuan dari DPRD
BaU dan persetujuan Pemkab
Gianyar sebagai Penerima
hibah Pada prinsiPnYa dua hal
itu telah dipenuhi. SelanjutnYa
tineeal membentuk tim aP'
prailial untuk menentukan aF€t
apa saja yang bi'a dihibabkan,
din mina yang harus dihaPus.

'TGlau bangunan masih ba-

sus bisa dimanfaatkan GianYar'
itn dihibahlan. TaPi kalau
mesinnva sudah rusak, haPus
saia darci aset daerah karena
ddak bisa aisunakan. Setelah
selesai, baru ada PenYerahan
hibah kepada Pemda GianYar
secara formal," tegasnYa.
(kmb32)
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AdaTunggakan
HotelRp lsMiliar
Badung Siap Ekspose
Para Penunggak

MANGUPURA - Berbagai cara
disiapkan Badan Pendapatan Daer-

ah (Bapenda) Kabupaten Badung
untuk membum wajib pajak (WP)

nakal. Bapenda akan memasang
spanduk khusus di tempat waiib
pajak (VVP) yang menunggak Pajak
Dalam spanduk itu nantinYa ter-
tulis bahwa objek yang diPasangi
spanduk adalah \,VP yang tidak mau
membayarpajak

Tidak cukup itu saja. BaPenda
juga akan mengeksPose ke media

\MP pengemplang Pajak. Dengan

adanya sanksi seperti itu diharap-

kan lVP mau menunaikan kewa-
' jibannya membaYar Pajak' Tidak

peduli hotel berbintang atau resto-

ran mewah. SemuaYang menung-
gak akan dipasangi sPanduk.

Aturan Pemasangan sPagduk
tersebut terfirang dalam PerbuP No

15/2018 tentang tata cara Pemung-
utan pajak di KabuPaten Badung.

Pelaksanaan PerbuP sendiri saat

ini tinggal menunggu Pengesahan.
"setelah PerbuP disahkan, maka

kami akan teraPkan di laPangan'

Kami juga akan eksPose di media/'

ujar Kepala BaPenda KabuPaten
Badung, I Made Sutama kePada

lawa Pos Radar Bali, Sabtu (7/7).

Sutama mengungkaPkan, Pema-
sangan spanduk di temPat \{P nakal

tersebut tentu setelah melalui berb-

Target Rp 10 triliun
itu kami optimistis
tercapai. Asaltidak

ada perubahan situasi
ekonomi internasional

dan erupsi Gunung
Agung. Kalau itu

terjadi, maka tatget
bisa direvisi,"

Made Sutama,
Kepolo BoPendo Bodung

agai tahapan. Sebelum diPasangi

spanduk akan diberi Pembinaan
dan peringatan terlebih 4,ahulu.
Ditegaskan, Pemerintah m-eminta

pajak bukan berarti Pemerintah
memotong keuntungan'v\tr Sebab

pajak yang diminta Pemerintah
adalah titipan dari konsumen saat

pembayaran. Sutama berharaP \ir/P

sadar mau menYerahkan Pajak titi-
pankonsumen *,t

) Baca Ada... Hal 7
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"IGmi bukanmenagih uangpribadilvp. Thpi
kamimemina titipan konsumenpngsehams-
nya diserahkani' trrkas pejabat asal pecatu itu,.

Sutama mengakui di Badung masih ada Wp
yang menunggak Namun, banyak juga Wp
yang sudah mulai membayar pajak meski
dengan caramencicil. Sutama mencontotikan
salah satu hotel di lfuta yang awalnya menung-
gakpajakhingga Rp 15 miliar, Setelah didekati
alhimya rrtencicil pajak senilai Rp l0 miliar
"Tidak semata-mata lmrus menggunakan ke-

kerasan untukmendisiplinkan Wg, tukasnya.
Bapenda harus bekerja keras lantaran tahun

depan Pemkab Badung menargetkan ke-
naikan pendapatan daerah culcrp signifikan.
Pendapatan daerah dalam ApBD 2019 ditar-
get Rp l0 tiliun lebih atau naik 53,67 persert
meningkat Rp 3,5 triliun dari APBD 2018.
Sementara pajak daerah ditarget Rp g,Z triliun.
"TargetRp l0 triliun itukarnioptirnististercapai.
Asaltidakadaperubahan situasiekonomi inter-
nasional dan erupsi GunungAgrrng. Kalau itu
terjadi makatargetbisa direvisii papar SuAma.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan itu
menambahkan, pendapatan daerah I(abupar

en Badung masih didulang dari sekor pajak
hotel danrestoran (PHR). Idrnjunganwisatawan
mancarrega-ra (wisman) 20 juta ke Indonesia,
separoqadipediksirnengunlingiBali, khususn-
yaBadung. OprirnalisasipHRitutahpngdilakini
bisa membuat target pendapatan tercapal

Apalagi, lanjut Sutama, pajak online dengur
memasang alat pantau di me sin cash register
sudah terbukti banyak menambal kebo-
coran. "Teknologi terus berkembang. pajak
onlzize sudah ter.buki luar biasa pengaruhnya
meminimailkan kebocoran. Dengan pema-
sangan alat monitor membantu pendapatan
dari PHRj' beber pria berkumis itu.(san/pit)

Pembayaran online Tambal Kebocoran
I ADA

Sambungan dari hat l

LAo^ 7r! al


